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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf sebagai sebuah perbuatan hukum yang sudah melembaga 

dan dipraktekkan di Indonesia. Wakaf sebagai wadah atau perwakafan 

sebagai suatu proses secara normatif di dalam Islam dipahami sebagai 

satu lembaga keagamaan yang sangat penting di samping lembaga 

keislaman lainnya seperti perbankan, zakat, infaq dan shodaqoh. Wakaf 

telah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu meskipun bukan 

dinamakan wakaf.  

Satu bentuk ibadat melalui pengorbanan dengan harta yang 

dimiliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan 

keagamaan yang telah diatur oleh syari’at Islam adalah waqof, dalam 

perundang-undangan Indonesia, dan seterusnya ditulis dengan kata : 

wakaf.
1
 

Wakaf telah disyari’atkan dan telah dipraktekkan oleh umat 

Islam di seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai 

sekarang termasuk oleh umat Islam di Indonesia. 

                                                             
1
 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Darul 

Ulum, 1999),  h.1-2. 
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Dalam Islam Allah telah mensyariatkan wakaf, 

menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang-orang Jahiliyah tidak 

mengenal wakaf, akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh 

Rasulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang kafir yang 

membutuhkan.
2
 

Wakaf adalah salah satu bentuk amal ibadah yang istimewa bagi 

kaum muslim, karena pahala amalan ini bukan hanya mendapat pahala 

ketika pewakaf masih hidup, bahkan pahalanya juga tetap mengalir 

terus meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Semakin banyak orang 

yang memanfaatkannya, semakin bertambah pula pahalanya. 

Sebagaimana yang diuraikan dalam hadits Nabi yaitu: 

ىُريَْ رةََ رَضِيَ الُله تَ عَالٰى عَنْوُ أَنَّ رَسُوْلَ الِله صَلىَّ الله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  عَنْ أَبِ 
قاَلَ : اِذَا مَاتَ ابْنُ ادََمَ انِْ قَطَعَ عَنْوُ عَمَلُوُ اِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ 

 )رواه مسلم( جَاريَِّةٍ، اوَْ عِلْمٍ يُ نْتَ فَعُ بوِِ اوَْ  وَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُوْلوَُ 
Dari Abu Hurairah r.a. (katanya): Sesungguhmya Nabi SAW, 

bersabda: “Apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya 

kecuali tiga macam: sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaat, 

atau anak yang shaleh yang mendo‟akannya. Diriwayatkan oleh 

Muslim.
3
 

 

                                                             
2
 Saayid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 14, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1988), 

h.148 
3
 As Shan’ani, Subulus Salam III, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), cetakan ke-
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Praktek wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih 

dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap 

berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan. 

Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap 

benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung 

jawab, dan juga menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang 

diperjualbelikan. Keadaannya ini tidak hanya berdampak buruk kepada 

perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur 

ajaran Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia 

merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
4
 

Agar tanah wakaf dan kekayaan yang berada di atasnya berfungsi 

dan bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf, diperlukan pengelolaan 

harta wakaf dalam suatu organisasi yang baik dan terarah. Dalam 

sistem perwakafan di Indonesia Nazhir merupakan unsur penting, 

karena tanpa Nazhir pengelolaan wakaf tidak akan terlaksana dengan 

baik. Maka dari itu, Nazhir bertanggung jawab untuk memelihara, 

menjaga dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi 

sebagaimana yang diharapkan. Nazhir inilah yang bertugas untuk 

                                                             
4
 Abdul Manan,  “Hukum Wakaf dan Suasana Politik Hukum Nasional”, 

Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 68, (Februari 2009), Pusat Pengembangan 

Hukum Islam dan Masyarakat Madani, h. 1. 
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menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan 

masyarakat sesuai yang direncanakan. 

Pada kenyataanya sudah terlalu banyak pengelolaan wakaf yang 

dikelola oleh Nazhir yang tidak profesional, sehingga banyak harta 

wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat 

sama sekali sebagaimana yang diharapkan, bahkan banyak harta wakaf 

yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab karena Nazhir yang tidak bisa mengelola harta 

wakaf itu dengan profesional, bahkan tidak sedikit juga Nazhir 

merubah tujuan dan peruntukan dari benda wakaf tanpa sepengetahuan 

orang yang mewakafkan sebagian dari hartanya atau Waqif. 

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharapkan dapat 

mengatur sistem hukum Islam di Indonesia, karena hukum Islam 

merupakan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat 

Indonesia merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam. 

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini, umat Islam di Indonesia 

mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum 

positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia beragama 

Islam. 
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Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga ketentuan 

hukum meteriil Islam, yakni ketentuan-ketentuan hukum perkawinan 

(munakahat), hukum kewarisan (faraidh) dan hukum perwakafan 

(wakaf).  Ketiga pengelompokan bidang hukum tersebut ditulis dalam 

Kompilasi Hukum Islam secara terpisah, masing-masing dalam buku 

tersendiri.
5
 

Kompilasi Hukum Islam bagian Buku III Hukum tentang 

Perwakafan diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar 

hukum yang kuat. Di samping itu adanya Kompilasi Hukum Islam ini 

diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nazhir 

dan peruntukan wakaf (mauquf „alaih) sesuai dengan peraturan wakaf 

yang ditetapkan.  

Pasal 216 KHI menjelaskan bahwa, fungsi wakaf adalah 

mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai tujuan wakaf. Tapi di Desa 

Panyingkiran, Kabupaten Karawang terjadi kasus seorang waqif yang 

telah mewakafkan tanahnya berupa sawah seluas 5.790 M
2
, dengan 

tujuan awal hasil dari panen sawah tersebut dipergunakan untuk 

pengembangan atau pengurusan langgar Al-Munawaroh, namun nazhir 

selaku pengurus sawah dan pengurus langgar tersebut tidak 

                                                             
5
 Aulia Muthiah, Hukum Islam... h. 46. 
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menggunakan hasil sawah untuk pengurusan, pengembangan atau 

peruntukan langgar.  

Hal tersebut sudah jelas, bahwa nazhir tidak menggunakan hasil 

panen sawah yang semestinya digunakan untuk pengurusan Langgar 

Al-Munawaroh sebagaimana yang tertulis dalam Akta Ikrar Wakaf. 

Pada dasarnya terhadap tanah-tanah milik yang telah diwakafkan tidak 

dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain selain 

yang dimaksudkan dalam ikrar wakaf. 

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang tersebut, maka 

penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam sebuah skripsi dengan 

judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGHENTIAN 

HASIL WAKAF SAWAH (Studi Kasus di Desa Panyingkiran, 

Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang). 

 

B. Perumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang penelitian sebagaimana yang 

dijelaskan, maka penulis pengidentifikasikan masalah yang diteliti 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perubahan hasil peruntukan sawah 

wakaf di Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, 

Kabupaten Karawang? 
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2. Bagaimana upaya yang dilakukan waqif perihal terjadinya 

perubahan hasil peruntukan  wakaf  yang dilakukan oleh nazhir? 

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang perubahan hasil 

peruntukan sawah wakaf di Desa Panyingkiran, Kecamatan 

Rawamerta, Kabupaten Karawang? 

 

C. Fokus Penelitian 

Agar pembahasan lebih terarah dan menghindari perluasan 

pembahasan agar lebih terfokus dalam pembahasan penelitian ini, maka 

penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini difokuskan pada  bagaimana pandangan hukum Islam tentang 

penyalahgunaan benda wakaf dan bagaimana upaya penyelesaian yang 

dilakukan dalam penyalahgunaan benda wakaf. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan hasil peruntukan 

sawah wakaf di Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, 

Kabupaten Karawang. 
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2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan waqif perihal 

terjadinya perubahan hasil peruntukan wakaf. 

3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang perubahan 

hasil peruntukan di Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, 

Kabupaten Karawang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Islam serta 

Hukum wakaf pada khususnya dan diharapkan dapat menjadi tambahan 

kepustakaan mengenai wakaf. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada masyarakat dan mengungkapkan permasalahan yang 

terjadi mengenai perubahan peruntukan harta benda wakaf. Dapat 

membantu memecahkan atau memberikan solusi atas permasalahan 

perubahan peruntukan harta benda wakaf. 
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F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang membahas tentang wakaf dan 

dijadikan sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini 

antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh PEBRIANTI (111300421) dari 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA 

HASANUDDIN BANTEN tahun 2015 dengan judul 

PEMANFA’ATAN TANAH WAKAF MASJID SEBAGAI 

TEMPAT USAHA (Studi Kasus di Masjid Agung Ats-Tsauroh 

Serang).  Penelitian ini dilakukan di Masjid Agung Ats-Tsauroh 

Serang, penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum Islam bahwa 

menggunakan lahan wakaf sebagai tempat usaha dalam rangka 

pengembangan sarana wakaf demi kepentingan umat. Hukum Islam 

mengatur bahwa lahan wakaf yang digunakan secara produktif boleh 

dilakukan dalam rangka kepentingan umat dalam jangka panjang, 

sedangkan lahan wakaf yang digunakan secara produktif untuk 

kepentingan pribadi dilarang dalam Islam. Krena asal wakaf bertujuan 

untuk kepentingan umat.
6
 

                                                             
6
 Pebrianti, Pemanfa‟atan Tanah Wakaf Masjid Sebagai Tempat Usaha, 

(Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Tahun 2015), h. 70-80. 
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Penelitian yang dilakukan oleh ISNAWATI (141300745) dari 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA 

HASANUDDIN BANTEN tahun 2018 dengan judul HUKUM 

MENJUAL HARTA WAKAF (STUDI KOMPARATIF MAZHAB 

HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I) Penelitian ini mendeskripsikan 

tentang bagaimana pendapat madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i, 

pendapat dikalangan para fuqaha Hanafiyah bahwa dalam hal 

penukaran tanah wakaf itu sangat tergantung pada ikrar yang dilakukan 

oleh si waqif, apabila pada waktu itu ada disebutkan boleh ditukar, 

maka penukaran itu sah dilaksanakan. Sedangkan, madzhab Syafi’i 

yaitu sangat mencegah adanya tukar menukar harta wakaf.
7
 

Penelitian yang dilakukan oleh HALIMATUSSA’DIYAH 

(081300264) dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN 

MAULANA HASANUDDIN BANTEN tahun 2012 dengan judul 

HUKUM JUAL BELI TANAH WAKAF MENURUT EMPAT 

MADZHAB (STUDI PUSTAKA) Penelitian ini mendeskripsikan 

hukum jual beli tanah wakaf berdasarkan madzhab Syafi’i, Maliki, 

Hanafi, Hambali maupun para ulama yang lainnya sepakat bahwa 

perubahan wakaf hak milik tidak dibenarkan, akan tetapi terdapat 

sedikit perbedaan dari cara pandangan para ulama tersebut, hal ini 

                                                             
7
 Isnawati, Hukum Menjual Harta Wakaf, (Skripsi Fakultas Syariah UIN 

SMH Banten, Tahun 2018), h. 106-107. 
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dikarenakan adanya ikhtilaf untuk perubahan peruntukan wakaf, 

sebagian ulama membolehkan dan adapula yang tidak membolehkan.
8
 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Wakaf adalah Al-habs, pengertian mengenai bahasa yang berasal 

dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan adalah menjauhkan orang dari 

sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi 

habbasa yang berarti mewakafkan harta karena Allah.
9
 

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqat[f]a (fiil madi)-

yaqifu (fiil mudari)-waqd[f]an (isim masdar), yang berarti berhenti atau 

berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta 

yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan.
10

 

Pengertian dasar hukum wakaf terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam Indonesia Pasal 215 ayat (1), yaitu perbuatan hukum 

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

lamanya guna untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya 

sesuai dengan ajaran Islam. 

                                                             
8
 Halimatussa’diyah, Hukum Jual Beli Tanah Wakaf Menurut Empat 

Madzhab, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Tahun 2012), h. 66. 
9
 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2007), h. 54 
10

 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum, ..., h. 54 
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Pengertian wakaf menurut fuqaha atau para pakar hukum Islam 

berbeda pendapat dalam memberikan definisi wakaf secara istilah 

(hukum). Para fuqaha mendefinisikan wakaf dengan dengan definisi 

yang beragam, sesuai dengan madzhab yang mereka ikuti.  

Imam Nawawi dari kalangan madzhab Syafi’i mendefinisikan 

wakaf dengan, “menahan harta harta yang dapat diambil manfaatnya 

bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan 

manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.
11

 

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang 

menurut hukum, tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan 

manfaatnya untuk kebajikan.
12

 

Ibn Arafah dari kalangan Madzhab Malikiyah mendifinisikan 

bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada waktu batas 

keberadaanya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si 

pemberinya meski hanya perkiraan (pengandaian).
13

 

Menurut madzhab Ahmad bin Hambal, wakaf adalah menahan 

kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang 

bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua 

                                                             
11

 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, (Jakarta: Iiman, 

2004), h. 40 
12

 Departemen Agama, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan 

Wakaf, 2007), h. 2. 
13

 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum wakaf, ... ..., h. 54-55. 
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hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan 

dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Meskipun para fuqaha berbeda pendapat dalam merumuskan 

definisi wakaf, namun para fuqaha sepakat dalam menentukan rukun 

wakaf, karena tanpa rukun, wakaf tidak akan berdiri sendiri atau tidak 

sah. Rukun wakaf yaitu: 

1. Waqif (orang yang berwakaf) 

2. Mauquf bih (harta yang diwakafkan) 

3. Mauquf alaih (tujuan wakaf) 

4. Shigat wakaf (ikrar wakaf). 

Wakaf merupakan suatu ibadah amaliyah yang memiliki potensi 

besar untuk dikembangkan. Harta benda yang diwakafkan, nilai dari 

wakafnya tetap, sedangkan hasil dari pengelolaan wakaf selalu 

memberikan manfaat dari waktu ke waktu. Dalam fungsinya sebagai 

ibadah, wakaf akan mengalirkan pahala terus menerus selama harta 

wakaf itu dimanfaatkan. Adapun fungsi sosilanya wakaf dapat menjadi 

jalan bagi kesejahteraan dikalangan umat apabila terkelola dengan baik. 

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari 

QS: Ali Imran: 92 
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 “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu 

menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang 

kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.
14

 

  

Hadits Nabi yang merangkah tentang wakaf. Di dalam hadits ini 

wakaf tidak disebutkan karena wakaf sendiri termasuk dalam shodaqoh 

jariyah. 

عَنْ أَبِ ىُريَْ رةََ رَضِيَ الُله تَ عَالٰى عَنْوُ أَنَّ رَسُوْلَ الِله صَلىَّ الله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  
ةٍ قاَلَ : اِذَا مَاتَ ابْنُ ادََمَ انِْ قَطَعَ عَنْوُ عَمَلُوُ اِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَ 

 جَاريَِّةٍ، اوَْ عِلْمٍ يُ نْتَ فَعُ بوِِ اوَْ  وَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُوْلوَُ )رواه مسلم(
Dari Abu Hurairah r.a. (katanya): Sesungguhmya Nabi SAW, 

bersabda: “Apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya 

kecuali tiga macam: sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaat, 

atau anak yang shaleh yang mendo‟akannya. (Diriwayatkan oleh 

Muslim)
15

. 

 

Sedikit sekali memang ayat al-Qur’an dan as-Sunnah yang 

menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum 

wakaf yang ditetapkan berdasarkan  kedua sumber tersebut. Meskipun 

demikian al-Qur’an dan as-Sunnah itu mampu menjadi pedoman para 

ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa’u Rasyidin sampai sekarang, 

                                                             
14

 Soenarjo dkk, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama, 

1990), h. 91. 
15

 As Shan’ani, Subulus Salam III... h. 311-312. 
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dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui 

ijtihad mereka. oleh karena itu sebagian besar hukum-hukum wakaf 

dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan 

metode ijtihad bermacam-macam seperti qiyas dan lain-lain. 

Apabila perwakafan telah selesai dan memenuhi syarat 

rukunnya, orang yang wakaf tidak boleh memindahtangankan benda 

wakaf tersebut seperti meminjamkan, memberikan dan 

memperjualbelikan. Oleh karena itu Imam al-Syafi’i memberikan 

difinisi wakaf, menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya 

yang materi benda itu kekal dengan memutuskan hak bertindak 

terhadap benda, walaupun tindakan itu mubah terhadap miliknya.
16

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam fungsi wakaf telah dijelaskan 

bahwa wakaf harus sesuai dengan tujuan awal (ikrar) diwakafkannya 

suatu benda atau harta tersebut. Fungsi wakaf dalam Kompilasi Hukum 

Islam tertuang dalam Pasal 216 yang menyatakan “fungsi wakaf adalah 

mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”. 

Begitu pula wewenang mutlak menjadi terputus, karena setelah ikrar 

wakaf itu diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik 

umum.
17

 

                                                             
16

 Imam Suhadi, Wakaf untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: PT. Dana 

Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 23 
17

 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. 

Akademika Press Indo, 2007), h. 66. 
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Para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hambali 

mengatakan bahwa pada dasarnya perubahan peruntukan dan status 

tanah wakaf ini tidak diperbolehkan. Kecuali bila tanah wakaf tersebut 

sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf maka 

terhadap wakaf itu dapat diadakan perubahan baik peruntukan maupun 

statusnya.  

 

H.  Metode Penelitian 

Dalam hal penelitian ini penulis akan menuliskan beberapa hal 

yang akan terkait dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena 

dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam 

penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut  yaitu meliputi : 

1. Pengumpulan Data 

a. Penelitian Lapangan (Field Research), penelitian ini 

dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat Desa 

Panyingkiran sebagai penyelenggara wakaf. Cara ini 

ditempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, 

yaitu: 

1) Wawancara (Interview), yaitu dipergunakan untuk 

memperoleh informasi yang berhubungan erat dengan 
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pokok permasalahan yang digunakan sebagai bahan 

dalam menyusun skripsi. 

2) Obsevasi, dalam hal ini peneliti melakukan obsevasi 

nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya 

sebagai pengamat independen.
18

 

3) Dokumen, dalam hal ini kegiatan perolehan data atau 

pengetahuan dengan cara mengkaji atau menganalisis 

dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Penelitian pustaka (Library Research), merupakan 

pengumpulan data yang dilakukan melalui tempat-tempat 

penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.
19

 Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang terkait 

dengan penelitian. 

2. Pengolahan Data 

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau 

human instrument, yaitu  peneliti itu sendiri. Analisis data yang 

dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di 

lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.
20

 

                                                             
18

 Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), h. 145. 
19

 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), h. 196. 
20

 Sugiyono, Metode Penelitian,.... ., h. 8-9. 
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3. Analisis Data 

Pola pengujian data dalam penulisan ini adalah normatif 

kualitatif karena penulisan ini bertitik tolak dari peraturan di bidang 

wakaf sebagai norma hukum. Sedangkan kualitatif yaitu data yang 

diperoleh dengan membandingkan antara objek yang diteliti dengan 

hasil analisis dari studi kepustakaan dan dikaitkan dengan teori dan 

kaidah hukum yang berlaku saat ini, kemudian memaparkan, 

memberikan kesimpulan serta saran-saran yang diperlukan. 

4. Teknik Penulisan 

Pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah: 

a. Buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten Tahun 2018. 

b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an berpedoman pada Al-Qur’an 

dan Terjemah Departemen Agama RI, yang diterbitkan oleh 

CV. Naladana tahun 2004. 

c. Penulisan Hadis-Hadis berpedoman pada buku aslinya, 

namun jika penulis tidak atau sulit menemukan sumber 

aslinya, penulis mengutip dari buku-buku yang memuat 

teks Hadis tersebut. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan terbagi 

dalam lima bab, yaitu: 

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas: Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Penelitian Terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, 

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II Kondisi Objektif yaitu terdiri atas: sejarah, geografis, 

demografis, sosiologis dan potensi Wakaf di Desa Panyingkiran 

Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang di Desa Panyingkiran 

Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang.  

Bab III Perwakafan dalam Hukum Islam yang terdiri atas: 

Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Tujuan Wakaf, Syarat-syarat 

Wakaf, Rukun Wakaf, Macam-macam Wakaf, Perubahan Wakaf dan 

Nadzir. 

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghentian Hasil 

Wakaf Sawah  yang terdiri atas: Pelaksanaan perubahan hasil 

peruntukan sawah wakaf di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta 

Kabupaten Karawang, Upaya yang dilakukan waqif perihal terjadinya 

perubahan hasil peruntukan wakaf yang dilakukan oleh nazhir dan 
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Pandangan Hukum Islam tentang perubahan hasil peruntukan sawah 

wakaf Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten 

Karawang. 

Bab V Penutup terdiri atas: Kesimpulan dan Saran-saran. 


